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MOTTO 
 

UNGKAPAN PRIBADI : 

 

“Dalam Perjalanan Akan Selalu  

Menemukan Tanjakan, Namun  

Tekad Kuat Akan Menuntun Pada 

Garis Terdepan” 

 

“Whoever fights monsters should 

see to that in the process he does not  

become a monster. And if you gaze long enough 

into an abyss, the abyss will gaze  

back into you” (Friedrich Nietzsche) 

 

  

MOTTO: 

“Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan 
otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat 
mempergunakan sebaik-baiknya dari bagian otaknya 
yang kurang sempurna.” (Abraham Lincoln) 
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ABSTRAK 
 

Nama   :  Aisya Intan Kirana 

NIM   :  202210110311206 

Judul  :  SEXTORTION SEBAGAI BENTUK GRATIFIKASI  

  SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI   

  PASAL 12B UU NO. 20 TAHUN 2001: STUDI   

  KOMPARATIF AMERIKA SERIKAT DAN ITALIA 

Pembimbing  :  1. Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D 

2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li 

Fenomena sextortion sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk memperoleh keuntungan 
seksual menunjukkan perkembangan modus tindak pidana korupsi yang tidak lagi terbatas 
pada pemberian uang atau barang. Dalam hukum Indonesia, praktik ini belum memperoleh 
kepastian normatif karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur gratifikasi seksual secara eksplisit, meskipun Pasal 12B 
memuat frasa “fasilitas lainnya” yang membuka ruang penafsiran luas. Kondisi tersebut 
menimbulkan permasalahan hukum terkait kekosongan norma dan efektivitas penegakan 
hukum terhadap sextortion sebagai bentuk korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: pertama, bagaimana konstruksi sextortion sebagai bentuk gratifikasi seksual dalam 
penafsiran frasa “fasilitas lainnya” Pasal 12B UU Tipikor; dan kedua, bagaimana pengaturan 
serta praktik penanganan sextortion di Amerika Serikat dan Italia. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis kemungkinan konstruksi yuridis sextortion sebagai gratifikasi seksual 
dalam hukum positif Indonesia serta mengkaji model perbandingan pengaturannya di kedua 
negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap Pasal 
12B UU No. 20 Tahun 2001, doktrin mengenai sexual corruption, serta praktik penegakan 
hukum di Amerika Serikat dan Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sextortion secara 
yuridis dapat dikonstruksikan sebagai bentuk gratifikasi seksual yang termasuk dalam frasa 
“fasilitas lainnya” sepanjang memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, hubungan 
jabatan, dan quid pro quo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan dan 
rekonstruksi normatif Pasal 12B UU Tipikor guna memberikan kepastian hukum dan 
meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi berbasis non-materiil. 

Kata Kunci: Sextortion, Gratifikasi Seksual, Fasilitas Lainnya, Tindak Pidana Korupsi. 
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ABSTRACT 
 

Name  :  Aisya Intan Kirana 

SID  :  202210110311206 

Title   :  SEXTORTION AS A FORM OF SEXUAL GRATIFICATION 

  IN THE CRIME OF CORRUPTION UNDER ARTICLE 12B 

  OF LAW NUMBER 20 OF 2001: A COMPARATIVE STUDY 

  OF THE UNITED STATES AND ITALY 

Adviser  :  1. Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D 

2. Wahyudi Kurniawan, S.H.,M.H.Li 

The phenomenon of sextortion as an abuse of authority to obtain sexual benefits reflects the 
evolving modalities of corruption crimes that are no longer limited to monetary or material 
advantages. In the Indonesian legal system, this practice has not yet gained normative 
certainty, as Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Corruption does not 
explicitly regulate sexual gratification, despite Article 12B containing the phrase “other 
facilities,” which allows for broad interpretation. This condition gives rise to legal problems 
concerning normative gaps and the effectiveness of law enforcement in addressing sextortion 
as a form of corruption. The research problems addressed in this study are: first, how 
sextortion can be constructed as a form of sexual gratification through the interpretation of 
the phrase “other facilities” under Article 12B of the Anti-Corruption Law; and second, how 
sextortion is regulated and handled in practice in the United States and Italy. This research 
aims to analyse the juridical construction of sextortion as sexual gratification within 
Indonesian positive law and to examine comparative regulatory models applied in those two 
countries. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, 
and comparative approaches, through an analysis of Article 12B of Law Number 20 of 2001, 
doctrinal perspectives on sexual corruption, and law enforcement practices in the United 
States and Italy. The findings indicate that sextortion can be juridically constructed as a form 
of sexual gratification falling within the scope of the phrase “other facilities,” provided that 
the elements of abuse of authority, linkage to official position, and quid pro quo are fulfilled. 
This research concludes that strengthening and reconstructing the normative framework of 
Article 12B of the Anti-Corruption Law is necessary to ensure legal certainty and enhance the 
effectiveness of combating non-material forms of corruption. 

Keywords: Sextortion, Sexual Gratification, Other Facilities, Corruption Crime. 
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